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11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otooomi
Khusus Bagl Provinsi Papua (Lemburun Negars Republik
indonesin Tahun 2001 Nomor 135, Tamhbahan Lembaman
Republik Indomesin Nomor 4151) sebagaimana telah diubeh
dengan Undang-Undang Neomor 35 Tahun 2008 Lentang
Penempatan Pereturan Penggantt Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Ctonami Khusus Bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesin Namor 4884);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2003
Momor 47, Tambuhen Lemharan Megara Republik ludonesia
Nomur 4346);

Undang-Undang Nomer 1 Tabun 2004 twcntang Perbendahearann
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Noetaor 5, Tambahan Lemhbaran WNegara Republik Judonesia
Nomor 4355];

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemetiksaan
Feogelolaan dan Tanggungjawsh Keuangan Negsra {Lrmbaran
Negara Republik Indonesla Tohun 2004 Nomwr 66, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indenesi, Nomer 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentung Sislem
Fercncanaan Pembwngunan  Nexinnal  (Lembaran  Negara
Republik Indonemia Tatum 2004 Nomor 104, Tambahan
lemharan Negara Republik Indoness Nomer 44215;

Undang-Undang Nomer 33 Tabun 2004 tenlang Porimbangan

antere Pemeriotuh Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoorsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomaor 28 Tabun 2009 tentanp Psjak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lemlmrun Negara Pepubllk [ndonesia
Tahun 2009 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indopesia Nomor 5239|;

Undang-Urdang Nomior 12 Tahun 2411 tentang Pembentukan
Feraturan  Porundang-Undangen {Lemebaran Negara Repubtik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembatran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5234) sehagairnena telah diubah
dengan Undang-Undsng Nomer 15 Tahun 2019 ‘rentang
Perubahan Ats Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturas  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tanbahan Lembarsn Negurs Republik Indonssia Nomor 6398);

Urdang-Uudang Nomor § Tahun 2014 tenlang Aparatur Sipil
Negare {Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahvm 20149
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomer 5587);



12.

13.

14.

LS.

16.

17,

18.

19,

Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembarsu Negars Republik [edonesia Tahun 244,
Tamnbahan Lembaran Neghm Republik Indonesia Nomor S587)
scbagsimema teldh dintwh dengan TUndang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tenweeg Perubahan kedue atas Undang-Undang
Nomar 23 Tahun 2014 (entang Penxrnteh Decrub (lembaren
Negara Republik [ndooesia Tehun 2015 Nomar 58, Tambahaa
Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor 5579);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administram
Pemerintahan (Lemharan Negara Republik indoncsin Tahun
2014 Nomor 2921, Tamhehan Lembaran Negare Repubhk
Indonesia Nomor 344);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcntaug Penelapan
Feratrsan Pemermtsh Penpganti Undang-Undang Nomor !
Tahun 2020 tantang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilltes
Sigtem Heuangan Untuk Pemanganan Pandemd Corona Virus
Disease 20192 (Covid-19) Dan/Ateu Dulam Rangkn Menghadapl
Ancaman Yang Membahayakan Perckomomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sigtem Kenengan Menjadl Undang-Undang
(Lammberan Negara Republik Indonesia Tahrun 2020 Nomar 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoocsia Nomor 6516);

Peratwen Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 rentang Sistem
Infortmasn Heuangan Dacrub (Lembaran Negara Republik
Indonnma Tahum 2008 Nomor 138, Tambahan Letbaron Negara
Republik Indomesia Nomor 4579) schagarmena telah diubah
dengan Peraturan Pemerinteh Momor &5 Talhun 2010 tentang
Perubahan Btas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sislem Informoasi Keuangan Dacreh fLemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomur 110, Tamhbshun
Lemparan Negera Republix Ingdmosia Nomor 3135);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Fonyusunan dan Fenerapan  Siandar Pclavanan  Minimal
|Lembaran Negara Republik indoncsis Tahum 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesis Nomor 4585);

Peraturan Peocerintah Nomor T3 Tahun 2G05 tentang Pedenxan
Fermbinaan dan Pengawasan Penyelkenggaraaty Pememintah
Daerah (Lembaran Negara Rrpublik Indomesia Tahun 20035
Nomor 1585, Tambahan Lemberan Negara Republik Tndotesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintuh Numor 8 Tahun 2006 leaiang Pelsparan
Keuangen dan kinerja. Instansi Pomerimtah {Lembaran Negera
Republik  Indvessia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembarsn Bcgara Republik Indmasia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintsh Nomor 38 Tahun 2007 tcotang
Pembegian Urusan Femecntaban Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Deemh Provingi dan Pemsriotahan Daeruh
Kabupaten/Kola (L=mMaran Negam Republik Indonesia Tahun
2007 Nnmor B2, Tembuban Lembaran Negars. Republik
Indoneaia Nomeor 4737,

20. Permturan ...



20.

21.

22,

29,

25,

a7,

28.

29,
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32.

Peraturan Pemerintah Nomor 7¢ Tahun 2010 tentang Standar
Akuntsnsi Pemermlah (Lembaran Negara Republik Tndmmesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemnbaran Negara Republik
Indonesia. 5165);

Prmslurun  Pemernnlsh  Nomer 27 Tabun 2014 (entang
Pengelolean Bareng Millkk Negara/Daerah [Lembaran Negara
Republik Indoneria Tahun 2014 Nomer 24, Tembahan
Lembuaran Negara Republik Tndonesia Nomory 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang Perangkar
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tohun 2016
Nomur 114, Tambahan Letmbaran Negara Republik Indonesla
Nombor 5B87);

Peruturen  Prmerintinh Nomsr 12 Tahkun 2017 tentang
Pambinaan dan Pengawasan Penyelenggarsen Prmerintah
Daeruh (Lemburan Negarme Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6014}

Feraturan Pemerintall Nomor 2 Tahun 2018 trmtang Standar
Peluyunan Minimal [Lemberan Negara Republik Indourma
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerimtah Namor [2 Tehun 20019  tentang

Keuangan Daerah [Lembaran Megara Rcpublik
[ndonesian Tahun 2019 Nommoer 42, Tambahan Lembaran Negara
Repnhhk Indontos Numor 6322);

Peraturan Preaiden Womor [4 Tabun 2018 tcnming Pengadean
Bamng dan Jasa Pemerintah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);

Peraturen Presiden Numor 17 Tahun 2019 (¢nlang Prnguadean
Barang dan Jaxs Pemcrintmh Untuk Perocpatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papus dan Papua Barar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahwun 2019 Namor 60);

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tekmis Pengrlolean Barang Mibk Deerah;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomotr 59 Tahwn 2007 tentang
Perubauhan atas FPeraturan Menteri Dalant Negeri Nommor 12
Tahun 2006 tentang Pedeman Pengeloloan Keuangan Dacruh;

Peraturun Menterl Delorn Kegerd Nomeor 55 Tolman 2909 wnwng
Taxa Cara Peoatausehsan dan  penyusuman Laporan
Pertanggungjawaban bendehara scrta penyampaiannva;

Peranuran Mentrri Dalam Negen Nomor &4 Tahun 2013 tentang
Fearrapan Standoar Akuntansi Pemerintak Berbasis Akrual pada
Pemnecrintah Daevah (Betita Negaras Republik [ndonesi Tahun
2013 Nomor 14295);

Peraturan Meoteri Dubam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Permbentukan Produk Hulam Daerah, (Berita Negara Republik
Tndonesia Tahun 2015 Nomor 2036 schagaimana telah & utsd
dengan Peraturan Menteri Dalam Negnd Nemor 120 Tuhun
2018 Tentang Perubnhan As Peraturan Menteri Dalam Negett
Nomor B0 Tehun 2018 Tenlang Pembentukan Prnduk Hukum
Drerah (Berita Negara Tahun 2018 Namnor 157);

32, Peraturan ......



82.

33.

34.

36.

37.

38,

41.

42.

5

Peraturun Menteri Dalum Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan, Hareng MOk Daerahh (Berite Negara Republk
Indonesiu Tahum 2016 Namor 547);

Peratuwran Menteri Delam Negeri Nomor 70 Tabun 2019 wolang
Sistem Informasi Pomermtrh Deerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nozoor 11144

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomer 90 Tahun 2019 tentang
Keanilikayi, Kodelikssi dan Nomeokletuwr Perencemsan
Pembatgpunan dan Keuangan Daesrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tehun 2020 tentang
Percepatan  Penanganan Coroms Virua Discase 2010 di
Lingkungan Pemerintah Daerch (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Neacri Nomor 39 Telhiun 2020 tentang

Peuguiamaan Penggunaan Anpgamn Pendapatan dan Belanja

ggﬂ;‘&h (Betite Negara Republik Indonesie. Tahun 2020 Nomar
1k

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 64 Tabun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan Dan Belanja
Dasrah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negam RepubHk
Indovesia Tahan 2020 Numor ESS);

Peraruran Menter! Dalam Negert Nomor 77 Tabun 2020 tamtang
Pedonman Teknis Pengelodaan Keusngan Daerah (Berita Negama
Repuhlik Inxlonesia Tahun 2020 Nomer 1781);

Peraturan Daersh Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 teatang Porubahen Pertama Atas Permburan Bupati Biak
Numfor Nemor 3 Tabun 4016 tentang Pembentukan dan
Susurmn Perangkat Doerah Kabupaten Biak Numfar (Berita
Darrah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

Pematuran Dacrah Kabupatcn Biak Numfor Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolzan Keuangan Dacrah
Kzbupaten Biak Numfor (Lemberan Dactah Habupaten Biak
Nurnfor Tehun 2019 Nomer 1) ;

FPeraturan Daerab Kabupatrm Biak Numféar Nomor 1 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dueruh
{RPJMD)} Kabupatrn Biak Numior Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Kabupalen Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

Peratwran Deerzh Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahua
202) tentang Anggaran Pendupatan dan Belunju Dacrah (APRD)
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Dazreh Kabupalen Blak
Numfor Tahun 2021 Namaor 1);

Peraturan Bupeti Kabupaten Biak Numfor Momor 80 Tabun
2021 tentang Penjabaran Angguwran Pendapaimn dian Belanja
Dacrab (APBD) Kabumaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021
(Bertta Dassah Kabupaten Biak Numior Trhun 2021 Nomor §5).

MEMUTUSKAN : ......



Menetapkan
KESATY

KEDUA

MEMUTUSKAN .

Mcmunjuk Pejobat Pengelola, Penatausabaun dan Fengguna

- Barang Milik Dmeruh Lingkup Pemerintsh Kabupaten Biak

Numicr Tahun Anggeran 2022 yang namamya tersebut pada
kolom 2 delam fungsinya sebagaimana lersebut pada Lampiran
yang merupuloin bagian tidak terplsahkan dari Keputusen ini,
Pejabut Peogelola dan Penggunh  Barang Milik Daerah
sehagaimana timaksud Diklum KEJATU terdin dar: :

1. Bekretaris Dasrah selaku Prmgrlola Barang yang berwenang
dun bertanggungiawab :

5. Meneliti @an menyctuja rencana kebutunan barang mitix
dacreh.

b. Memelii dan  mensyetujui | rnmeene  Kebutohan
pemeliharaan, perawatan barang milik dacruh.

¢. Mengajukan usil pemanfeatan dan pemindahtanganan
berang milik daerah yang memeriukan pérestujuan Bupayi
Biak Numfor.

d. Mengatur pelksaacnn  penggumasn,  peamnfastan,
pemusnahen dan penghapusan barang milik daerah.

e. Mengetur pelaksanssn pemindshrangonsn barang milik
deerah yang telah disetujui olch Bupad atau Dewan
Perwalilan Rakyat Dasrah Biak Numfor;

£ Melakukan koocdinasi dalam melaksanakan invcotarisasi
barang milik daorah

g Mclokuken  pengawasan  dun  progendelian atas
pengelolaan barang milik daerah.

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sclai Prjubat
Penatausahaan dsn Penggune Barang Milik Daerab.

3. Kepals Organisasi Perangkat Daerah (OFD) sclaka Poiubat
Penatausahman dan Penpguna Bamng Milik Daerah
sebagrirsana dimelksud pada point 2, mempunyal wewesnang
dan tanggungjawab @

@ Membantn menelii dan  memberikan  pertimbangan
persebyjuan dalam penyusunen rencane kebutuhan harang
milik daerah kepada Pengelola Barang.

b. Membantu menchti dan  memberikan pertimbsnpan
persébyjuan  dalam  penyusunan  rencana kebunthan
pemeliharaan/pecowatan barang milik dacrah  kepada
Pengeloln Barang,

0, Memberikan pertimbangan kepads Progelole Barang Atan
pengajuan usul pemanipatan dan pemindahtanganan
barang milik Jaereh yang meeriukan persetyjusn Bupati;



d Memberikan perimbangn  kepada  pangelols  burang
untuk mengotur pelaksanaan penggunaan, pemanfastan,
pemusnehan, dan penghapusan bareng milik daerah,

c. Memberikan pedimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pamitkiahtanganan bursng milik daerab yang
telah disetujui cleh Bapat aten Qewan Porwakilan Rakyat
Dacrah Biek Nudfor (DPRD);

f. Membonta Pengelola Barang dsfam pelaksenaan
koordinasi myentansas barang milik daerah;

g Melakuknn pencatatan barsmg milik dacreh berupa tanah
dan/etau bangunan yeng telah diserahkan dzri Pengguna
Barung vang tidak digunakan wmtuk Inepenilmn

penyclenggarnan huges dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD} dan sedang tidak dmanfustian pihak lain
Bupati melalui Pengelola Bavang, serta berang rmilik decrah
yang berade pada Pengekla Barang

h. Mengamanksn dan memelihara barung milik daerah
sehagafmana dimakend pada hural &

i. Membaniu Pengelol Barang delam pengawasan dan
pengendalian gtas pengelolaan barung millk daerah; dan

j» Menyumm leparan barang milik dacrh,

. Kepals Organisesi Prrangkat Dacrah [OFD| sciuku Pejabat
Penpguna Barang Milik Basrah sebagaimana dimaksud pada
Pain 2 mempunyal wrewenang dan tangpungjawab:

a. Mengajukan rencana kebutuban dan penganggaran barang
mililt decrah bagi Drganisasi Perangkat Dacreh (OFD) vang
dipimpinnya;

b. Mengajukan permohonan penetapan status PeMgEUNART
barang vang diperoleh darf beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

o, Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

4, Mengguoaken berang millk dacrab yaxng bursda dalam
pengumzaannys Unu.lkkzpuntmy!.n petiyelenggaraan tugas
dan FRungsi Orgamusesi Perangkat Dwuerah ([OPDY yang
dipimpinnyi

e. Mengamankan dan memeliharn barang milik devrah yang
berada dalam penguesaannye,

f. Mengajukan usul pecmanfeatan dan tanganan
barang milik daerah Perupa tapah dan/etav henguman
yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rekyat Daersh Biek Numfor [DPRD} dan bareng mikik
decrah sciuin taneh danfateu bangunan;

g Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah danfatau
bangunen yang tidak digunslkan untuk kepentingan
pestiycknggarasn mgas dan fungsi SKPD yang dipimpinoya
den sedang tdak dimanfeatkan pihak lain, kepada Bupati
maelalui Penigelola Barang;
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